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ABSTRAK

HAK ASASI MANUSIA DALAM RATIO DECIDENDI PUTUSAN

PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 1598/prD.B/2019/pN.pLG)

SONIA RIZKI ZALSABILLA

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia

sejak lahir, khususnya hak untuk hidup yang dijamin oleh negara. Dalam perkara

tindak pidana pembunuhan berencana, hakim dalam merumuskan ratio decidendi

dituntut untuk mempertimbangkan aspek Hak Asasi Manusia, baik terhadap korban

yang kehilangan hak hidupnya maupun terhadap terdakwa sebagai subjek hukum
yang tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara adil. Permasalahan yang dikaji
dalam penelitian ini adalah: Apakah ratio decidendi dalam putusan Nomor
1598/Pid.B/2019/PN.Plg mempertimbangkan Hak Asasi Manusia dan bagaimana

konsep hak asasi manusia dalam penrmusan tindak pidana pembunuhan. Metode
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan

yuridis normatif, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan

tersebut telah mempertimbangkan aspek Hak Asasi Manusia, khususnya dalam

menjamin hak terdakwa untuk memperoleh peradilan yang adil. Dalam
merumuskan ratio decidendi, hakim mendasarkan putusan pada fakta-fakta
persidangan, alat bukti yang sah, serta mempertimbangkan aspek keadilan,
kepastian hukum, dan kemanfaatan. Di sisi lain, perbuatan terdakwa yang dengan

sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa korban merupakan
pelanggaran terhadap hak hidup, sehingga terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai

dengan Pasal 340 KUHP. Dengan demikian ratio decidendi dalamputusan tersebut
telah mencerminkan keseimbangan antara perlindungan Hak Asasi Manusia,
kepastian hukum, dan keadilan substantif.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Ratio Decidendi,Putusan Perkara Tindak Pidana,

Pembunuhan Berencana
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ABSTRACT

HT]MAN RIGHTS IN THE RATIO DECIDENDI OF COURT DECISIONS IN
PREMEDITATED MARDER CASES (CASE STADY OF DECISION

NAMB E R 1 5 9 $nrD. B/2 0 I gnN. PLG)

SONIA RIZKI ZALSABILLA

Human rights are fundamental rights inherent to every human being from birth,

particularly the right to life which is guaranteed by the state. In cases of
premeditated murder, judges in formulating the ratio decidendi are required to
consider human rights aspects, both regarding the victim who has lost the right to
life and the defendant as a legal subject who still possesses the right to fair
treatment. The issues examined in this study are: whether the ratio decidendi in
Decision Number 1598/Pid.B/2019/PN.Plg has taken human rights into
consideration; and how the concept of human rights is reflected in theformulation
of the crime of murder. This research employs o normative legal research method

with a normative juridical approech, conducted through literature study of primary,
secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the
judges in the decision have considered human rights aspects, particularly in
ensuring the defendant's right to afair trial. Informulating the ratio decidendi, the
judges based their decision onfacts revealed during the trial, valid evidence, and
considerations of justice, legal certainty, and expediency. On the other hand, the

defendant's act of intentionally and premeditatedly taking the victim's life
constitutes a violation of the right to life, thus justifying the imposition of criminal
sanctions in accordance with Indonesian criminal lm,v. The ratio decidendi in the

decision reflects a balance between human rights protection, legal certainly, and
substantive justice.

Keywords: Human Rights, Ratio Decidendi, Court Decision, Criminal Offense,

Premeditated Murder
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara hukum, tertuang dalam ketentuan Pasal 1 

ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang 

berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.1 Karena Indonesia adalah 

negara demokratis yang berlandaskan hukum, negara ini menjamin pengakuan 

Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga pertahanan Hak Asasi Manusia menjadi 

perhatian hukum utama. Dalam situasi ini, setiap tindakan pemerintah harus 

menghormati Hak Asasi Manusia yang mendasar dan sesuai dengan hukum.2 

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar atau kewarganegaraan yang 

melekat pada individu sejak lahir secara kodrat, demi kehormatan dan 

pemeliharaan martabat manusia, yang merupakan hak-hak fundamental atau 

hak kewarganegaraan yang tidak dapat dicabut, diberikan kepada manusia 

sejak lahir oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut 

keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh 

negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan 

perlindungan harkat dan martabat manusia.3  

 

                                                
1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
2 Ahmad Zaini, “Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM,” Al Qisthas: Jurnal Hukum dan 

Politik 11, no. 1 (2020), https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3312, hlm. 3. 
3 Dewita Nurcahyani, “Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Internasional dan 

Nasional,” Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum 1, no. 1 (2024): 7–

13, https://doi.org/10.70134/pakehum.v1i1.210. 
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Sebagai pejabat peradilan negara yang telah diberi kewenangan hukum 

untuk mengambil keputusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Hakim berhak 

mengadili dengan serangkaian langkah yang diambil oleh hakim untuk 

menerima, meninjau, dan memberikan putusan dalam suatu perkara pidana 

berdasarkan kebebasan, kejujuran, dan imparsialitas sepanjang proses 

persidangan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Undang-Undang. 

Keputusan didalam pengadilan merupakan putusan hukum yang 

mengikat secara hukum, yang dikeluarkan oleh hakim dalam sidang terbuka 

sesuai dengan prosedur hukum. Keputusan yang secara obyektif dibuat tanpa 

terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain. Untuk memastikan 

transparansi dan kepastian hukum dalam sistem hukum, putusan tersebut juga 

harus mencakup alasan hukum yang mudah dipahami dan sesuai dengan 

pemikiran hukum yang sistematis, di mana argumen-argumen harus dapat 

mencerminkan keadilan, keterbukaan, dan dipertanggungjawabkan oleh 

hakim.4 

Hakim, secara teori, adalah orang-orang yang dianggap cerdas dan 

memahami hukum. Hakim juga memiliki kendali besar atas siapa yang dapat 

mempengaruhi putusan yang mereka buat. Namun, meskipun mereka memiliki 

kebebasan, hal ini tidak berarti bahwa hakim dapat bertindak sewenang-

wenang dalam membuat putusan. Karena hakim mewakili dan mewujudkan 

idealisme keadilan, mereka harus mempertimbangkan ratio decidendi saat 

                                                
4 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2021), 

hlm. 15. 
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mengevaluasi berbagai aspek bukti yang mereka amati saat memeriksa 

terdakwa di pengadilan.5 

Untuk menyelesaikan tuntutan pidana di pengadilan, prosedur 

pembentukan perkara sangat penting. Oleh karena itu, Pasal 183 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana menyatakan, terdapat dua bukti yang dapat diandalkan 

dan digunakan hakim untuk mengambil Keputusan yang menyatakan bahwa 

terdakwa bersalah. Hakim harus mendasarkan putusan mereka pada keyakinan 

pribadi mereka serta bukti- bukti yang nyata. Agar masyarakat dijamin 

kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. 

Sebuah tindakan dianggap sebagai kejahatan pidana jika dilarang oleh 

hukum dan siapa pun yang melanggarnya akan menghadapi hukuman pidana. 

Hukum, baik dalam bentuk yang terdapat dalam KUHP maupun diluar KUHP, 

berfungsi sebagai landasan aturan yang mengikat bagi kegiatan pidana, dan 

mengikat setiap warga negara dalam suatu negara.6 Pembunuhan berencana 

merupakan salah satu jenis kejahatan di Indonesia. Hal ini melibatkan niat 

sengaja untuk membunuh orang lain tanpa mempertimbangkan konsekuensi 

dari tindakan tersebut. Dalam hal ini, niat sengaja dapat mengakibatkan 

kematian pada korban. Salah satu pandangan mendefinisikan niat sebagai 

keinginan untuk bertindak dengan kesadaran dari pelaku, sementara pandangan 

lain melihat niat sebagai keinginan untuk bertindak dengan tujuan 

mewujudkan suatu tindakan. Pembunuhan berencana menimbulkan banyak 

                                                
5 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2021), hlm. 120-125. 
6 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), hlm. 10-15. 
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pandangan yang berbeda. Menurut beberapa definisi, pembunuhan 

berencana adalah kejahatan terhadap penghilangan nyawa yang dilakukan 

dengan perencanaan sebelumnya, yang dapat dihukum dengan hukuman mati 

atau penjara sesuai dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. Mengingat Indonesia merupakan negara yang diatur oleh hukum 

dengan berbagai pembatasan, jelas dari deskripsi di atas bahwa hanya 

pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah seseorang 

dapat kehilangan hak hidupnya. Dalam hal ini, keterlibatan pengadilan dalam 

memutuskan cara menangani tindak pidana dimulai. Di Indonesia, setiap 

tahunnya banyak individu yang melakukan kejahatan. 

Pembunuhan berencana adalah salah satu contohnya. Orang melakukan 

pembunuhan yang direncanakan karena berbagai alasan, terkadang tanpa 

mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka, Indonesia sebagai 

negara hukum yang memiliki undang-undang terkait tindak pidana. Menurut 

pedoman yang tercantum dalam KUHP, siapa pun yang melakukan tindak 

pidana akan dikenakan hukuman atau sanksi.7  

Kasus tindak pidana pembunuhan dengan tersangka Akbar Al Faris, 

yang telah ditahan di penjara negara sejak 22 Agustus 2019, telah dinyatakan 

secara hukum dan jelas bersalah atas pembunuhan berencana dalam salah satu 

kasus pembunuhan berencana dalam putusan No. 1598/Pid.B/2019/PN. Plg. 

Perkara ini bermula ketika terdakwa dan teman-temannya memesan perjalanan 

melalui Grab dengan tujuan palsu (ke Lubuk Linggau) melalui Leyla Kadarisna 

                                                
7 Krisnadi Bremi, “Politik Hukum Pidana Terhadap Pidana Mati Pelaku Pembunuhan 

Berencana Pasal 340 KUHPidana,” Jurnal Ilmiah Publika 9, no. 1 (2021): 42–59. 
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Tyas Murni. Korban meninggal akibat luka benturan di kepala dan wajah, yang 

direncanakan dan dieksekusi oleh terdakwa dan dua kaki tangannya selama 

perjalanan. 

Terdakwa dinyatakan bersalah secara hukum dan meyakinkan atas 

tindak pidana yang diatur dalam KUHP oleh panel hakim setelah Terdakwa 

dijatuhi hukuman mati sesuai dengan Pasal 340 ayat (1) junto Pasal 55 ayat (1) 

KUHP, yang mengatur dan menghukum mereka yang melakukan, 

memerintahkan, dan terlibat dalam perbuatan dengan sengaja dan direncanakan 

untuk mengambil nyawa orang lain.8 

Sebagai hasilnya, penulis sangat tertarik untuk membahas dan meneliti 

ratio decidendi yang digunakan oleh hakim dalam menentukan hukuman yang 

tepat bagi pembunuh berencana. Menurut penulis, judul “Hak Asasi Manusia 

Dalam Ratio Decidendi Putusan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan 

Berencana” dapat digunakan sebagai cara untuk memahami bagaimana 

pengadilan menerapkan hak asasi manusia terdakwa saat menentukan hukuman 

untuk pembunuhan yang direncanakan. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ratio decidendi dalam putusan Nomor 1598/Pid.B/2019/PN.Plg 

mempertimbangkan Hak Asasi Manusia? 

2. Bagaimana konsep hak asasi manusia dalam perumusan tindak pidana 

pembunuhan? 

                                                
8 PN Plg.(2019). “Putusan Nomor 1598/Pid.B/2019/PN Plg”. Pengadilan Negeri 

Palembang. 
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C. Ruang Lingkup 

Studi kasus Putusan Nomor 1598/Pid.B/2019/PN.Plg menjadi fokus 

utama penelitian ini, yang mengkaji penerapan Hak Asasi Manusia dalam 

pertimbangan hukum terkait pembunuhan berencana. Berdasarkan 

pertimbangan hakim (ratio decidendi) dalam putusan tersebut, cakupan 

pembahasan dibatasi pada bidang hukum pidana yang berkaitan dengan 

perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk hak atas keadilan dan hak hidup. 

Studi ini hanya berfokus pada bagaimana prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia 

diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan distrik, 

bukan untuk melakukan analisis mendalam terhadap semua aspek pembunuhan 

berencana secara umum. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan bagaimana 

prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) diterapkan dalam ratio 

decidendi putusan perkara tindak pidana pembunuhan berencana, 

khususnya melalui studi kasus Putusan Nomor 

1598/Pid.B/2019/PN.Plg. Mengidentifikasi Aspek Hak Asasi Manusia 

dalam Pertimbangan Hakim apakah pertimbangan tersebut 

memperhatikan elemen-elemen Hak Asasi Manusia, seperti hak atas 

hidup, hak atas keadilan, dan hak atas perlindungan hukum, yang 

muncul dalam alasan hukum hakim saat memutuskan kasus tersebut. 
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b. Menganalisis alasan substantif mengapa ratio decidendi dalam 

putusan perkara tindak pidana pembunuhan berencana (sebagaimana 

diatur dalam Pasal 340 KUHP) tidak memperhatikan prinsip-prinsip 

Hak Asasi Manusia (HAM), seperti hak atas kehidupan, hak atas 

pengadilan yang adil, dan larangan penyiksaan atau perlakuan kejam. 

Melalui analisis detail putusan, penelitian ini ingin mengevaluasi 

sejauh mana pertimbangan hakim selaras dengan Undang-Undang 

Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 serta instrumen Hak Asasi 

Manusia terkait, sambil mengidentifikasi kesesuaian dalam 

penerapannya. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Dari sudut pandang teoritis, penelitian ini secara signifikan 

memperkaya bidang ilmu hukum, terutama dalam bidang Hak Asasi 

Manusia dan hukum pidana. Dengan menunjukkan bagaimana Hak 

Asasi Manusia dapat memainkan peran penting dalam pengambilan 

keputusan, penelitian ini memperluas pemahaman kita tentang konsep 

ratio decidendi sebagai landasan konseptual putusan pengadilan. 

Dengan menawarkan perspektif baru tentang bagaimana Hak Asasi 

Manusia diintegrasikan ke dalam ratio decidendi putusan pengadilan, 

temuan penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum pidana 

Indonesia dan membantu dalam pengembangan teori hukum yang lebih 

komprehensif. 
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b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Praktisi Hukum 

Hakim dapat menggunakan studi ini sebagai panduan 

untuk mengeluarkan putusan yang lebih sensitif terhadap Hak 

Asasi Manusia, yang akan meningkatkan standar keadilan bagi 

tersangka dan korban. Dengan secara khusus memasukkan 

pertimbangan Hak Asasi Manusia dalam putusan nomor 

1598/Pid.B/2019/PN.Plg, kesimpulan studi ini dapat berfungsi 

sebagai panduan untuk pengambilan keputusan yang lebih adil, 

mengurangi kemungkinan pilihan yang diskriminatif atau 

melanggar Hak Asasi Manusia. Temuan ini mendukung 

peningkatan pelatihan bagi personel penegak hukum, termasuk 

polisi dan jaksa, dalam menangani kasus pembunuhan berencana 

sambil mempertimbangkan hak-hak semua pihak. 

2)  Bagi Institusi Pemerintah 

Temuan ini dapat digunakan sebagai informasi untuk 

mengevaluasi kebijakan legislatif, termasuk revisi KUHP, guna 

memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia yang lebih baik. 

3) Bagi Akademisi dan Mahasiswa 

Penelitian ini menyediakan referensi untuk penelitian 

lanjutan dan bahan ajar, membantu mahasiswa hukum memahami 

aplikasi Hak Asasi Manusia di lapangan. 
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4) Bagi Masyarakat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu 

Masyarakat meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya 

Hak Asasi Manusia dalam peradilan, mendorong partisipasi 

masyarakat dalam mengawasi proses hukum. 

 

E. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami 

dan menganalisis peran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam ratio decidendi 

putusan pengadilan terkait tindak pidana pembunuhan berencana. Adapun 

konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Hak Asasi Manusia (HAM) 

Hak Asasi Manusia didefinisikan sebagai hak-hak dasar yang 

melekat pada setiap individu sejak lahir, tanpa memandang ras, agama, 

atau status sosial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 

dan instrumen internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak 

Sipil dan Politik (ICCPR). Dalam konteks pidana, Hak Asasi Manusia 

meliputi hak atas kehidupan, keadilan, dan perlindungan dari perlakuan 

sewenang-wenang. Konsep ini menjadi pijakan untuk memastikan bahwa 

putusan pengadilan tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi 

juga pada perlindungan martabat manusia.9 

                                                
9 Diya Ul Akmal, “Legal Ideals: Mewujudkan Perlindungan Hukum dalam Kerangka 

Negara Hukum,” Esensi Hukum 7, no. 1 (2025): 18–27, https://doi.org/10.35586/esensihukum.v7i1. 

417. 
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b. Ratio Decidendi 

Ratio Decidenci sebagai dasar atau landasan dalam mengambil 

keputusan di pengadilan oleh hakim. Penegakan hukum yang mengikat, 

memastikan kejelasan hukum dan keadilan, serta menjaga keadilan 

semuanya sangat bergantung pada pandangan hakim. Landasan filosofis 

dari filosofi ini mempertimbangkan setiap aspek hukum. Agar hakim dapat 

mengeluarkan putusan yang seadil mungkin bagi semua pihak, landasan 

filosofis ini sangat penting.10 

c. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 

Pembunuhan berencana merupakan kejahatan serius yang diatur 

dalam KUHP, di mana unsur-unsur seperti perencanaan dan niat 

membunuh menjadi kunci. Dalam analisis ini, pembunuhan berencana 

tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai 

ancaman terhadap Hak Asasi Manusia korban, seperti hak atas kehidupan. 

Putusan pengadilan harus mempertimbangkan dampak sosial dan 

psikologis, serta memastikan bahwa hukuman tidak melanggar prinsip 

proportionality dalam Hak Asasi Manusia.11  

 

 

                                                
10 Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media, 2021), hlm. 

31. 
11 Azka Habibah dan Tajul Arifin, “Sanksi Hukum Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 

340 KUHP dan Hadits Shahih Imam Bukhari No. 6878,” Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, 

Politik dan Hukum Indonesia 2, no. 2 (2025): 112–126. 
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F. Review Studi Terdahulu yang Relevan 

Berikut beberapa studi yang relevan pada skripsi ini adalah sebagai 

berikut 

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan 

NO Penulis & Tahun Judul FOKUS 

1. Nopriyansah dkk  

(2026)12 

Pertimbangan 

Yuridis Jaksa 

Penuntut Umum 

Dalam Menuntut 

Hukuman Mati 

Terhadap Anak 

Pelaku Tindak 

Pidana 

Pembunuhan 

Berencana 

Menganalisis pertimbangan 

yuridis Jaksa Penuntut Umum 

(JPU) dalam menuntut 

hukuman mati terhadap anak 

sebagai pelaku tindak pidana 

pembunuhan berencana, 

dengan menilai dasar hukum, 

faktor-faktor yang 

memengaruhi tuntutan 

tersebut, serta kesesuaiannya 

dengan prinsip perlindungan 

anak dalam Sistem Peradilan 

Pidana Anak (SPPA) dan 

standar internasional, 

khususnya terkait 

kepentingan terbaik bagi 

anak. 

2. Tifoni & Michael 

(2025)13 

Putusan 

No.454/Pid.B/ 

2024/PN.Sby 

Tentang Kasus 

Pembunuhan 

Berdasarkan 

Perspektif Prinsip 

Hak Asasi 

Manusia 

Menganalisis penerapan 

prinsip-prinsip Hak Asasi 

Manusia (HAM) dalam 

pertimbangan hakim pada 

Putusan No. 

454/Pid.B/2024/PN.Sby, 

khususnya terkait dugaan 

ketidaksesuaian putusan 

dengan prinsip keadilan dan 

kepastian hukum. Penelitian 

ini menitikberatkan pada 

evaluasi dasar pertimbangan 

hakim dalam membebaskan 

terdakwa meskipun terdapat 

                                                
12 Muhammad Imam Nopriyansah, Henny Yuningsih, dan Suci Flambonita, “Pertimbangan 

Yuridis Jaksa Penuntut Umum Dalam Menuntut Hukuman Mati Terhadap Anak Pelaku Tindak 

Pidana Pembunuhan Berencana,” Semarang Law Review (SLR) 7, no. 1 (2026): 159–200, 

https://doi.org/10.26623/slr.v7i1.13001. 
13 Venansia Dinati Tifoni dan Tomy Michael, “Putusan No.454/Pid.B/2024/PN.Sby Tentang 

Kasus Pembunuhan Berdasarkan Perspektif Prinsip Hak Asasi Manusia,” Policies On Regulatory 

Reform Law Journal, 1, no. 2 (2025): 58–75. 
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bukti yang mengindikasikan 

keterlibatan dalam tindak 

pidana pembunuhan, serta 

menilai sejauh mana putusan 

tersebut mencerminkan 

perlindungan terhadap hak 

untuk hidup dan keadilan bagi 

korban. 

3. Miqdad dkk 

(2026)14 

Dasar 

Pertimbangan 

Hakim Dalam 

Penjatuhan Pidana 

Mati Terhadap 

Pelaku Tindak 

Pidana 

Pembunuhan 

Berencana (Studi 

Putusan 

Nomor:18/Pid.B/ 

2023/PN.Bbu) 

Menganalisis dasar 

pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan pidana mati 

pada perkara pembunuhan 

berencana dalam Putusan 

Nomor 18/Pid.B/2023/PN. 

Bbu, khususnya terhadap 

terdakwa Erwinudin bin 

Zainudin, serta menilai sejauh 

mana pertimbangan tersebut 

telah sesuai dengan prinsip 

keadilan substantif melalui 

kajian aspek yuridis, filosofis, 

dan sosiologis. 

 

Fokus tiga penelitian terdahulu lebih banyak membahas tentang analisis 

putusan- putusan tersebut lebih bersifat umum, komprehensif, atau kolektif 

dalam mengkaji putusan pembunuhan berencana, berbeda dari ketiganya 

penelitian ini berfokus pada analisis mikro pada putusan pengadilan negeri 

dengan berfokus presisi pada Hak Asasi Manusia dalam ratio decidendi hal ini 

menjadikan penelitian ini sebagai kontribusi spesifik untuk mengisi 

kesenjangan analisis pada tingkat pengadilan pertama, yang jarang dieksplorasi 

dalam literatur hukum sebelumnya, termuat dalam putusan 

Nomor.1598/Pid.B/2019/PN.Plg. 

                                                
14 Muhamad Abdullah Azzam Miqdad, Tri Andrisman, dan Dona Raisa Monica, “Dasar 

Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan 

Berencana (Studi Putusan Nomor:18/Pid.B/2023/PN.Bbu),” AL-GHARRA: Jurnal Ilmu Hukum Dan 

Hukum Islam 7, no. 1 (2026): 1–6. 
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G. Metode Penelitian 

Hukum normatif, yang juga dikenal sebagai studi literatur, adalah jenis 

penelitian hukum yang berusaha memberikan penjelasan yang mendalam dan 

sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang tertentu berdasarkan 

undang-undang yang membahas prinsip-prinsip hukum dan pendapat hukum 

lainnya. Jenis penelitian ini digunakan dalam penulisan skripsi ini.15 

1. Jenis Penelitian 

Untuk mempelajari kasus atau keputusan yang sedang dibahas, 

penelitian normatif menganalisis sumber-sumber hukum dalam bentuk 

studi literatur yang dilakukan untuk meneliti berbagai Undang-Undang 

dan literatur hukum. Aspek-aspek, prinsip-prinsip hukum, dan teori-teori 

penjelas umum atau khusus yang terdapat dalam Undang-Undang, jurnal, 

dan publikasi resmi lainnya semuanya menjadi fokus metode penelitian 

normatif dalam menganalisis literatur tertulis. 

2. Sumber Data 

a. Bahan Hukum Primer 

Konstitusi 1945, KUHP, Undang-Undang No 39 Tahun 1999, 

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 

1598/pid.B/2019/PN.Plg, dan peraturan perundang-undangan lain 

yang relevan merupakan dokumen hukum utama yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

 

                                                
15 Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, hlm. 136. 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Sumber-sumber yang memberikan penjelasan, interpretasi, 

atau analisis terhadap teks-teks hukum utama disebut sebagai sumber 

hukum sekunder. Bahan ini digunakan untuk mendukung analisis 

integrasi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam ratio decidendi putusan 

pengadilan, dengan fokus pada teori hukum, komentar ahli, dan 

literatur terkait, seperti literatur tentang Hak Asasi Manusia dan 

yurispudensi Bahan hukum sekunder ini dikumpulkan dari 

perpustakaan, jurnal ilmiah, dan buku-buku Analisisnya dilakukan 

melalui teknik studi pustaka untuk memperkuat interpretasi bahan 

primer, memastikan penelitian tidak hanya deskriptif tetapi juga kritis. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yang merupakan pelengkap dan 

dikumpulkan dari perpustakaan hukum, situs web resmi, atau 

database akademik. penggunaannya bersifat pelengkap untuk 

mempercepat penelitian, tetapi tidak menjadi inti analisis karena fokus 

utama adalah pada bahan primer dan sekunder. Dengan bahan ini, 

penelitian dapat lebih efisien dalam mengidentifikasi pola integrasi 

Hak Asasi Manusia dalam ratio decidendi putusan, sehingga 

berkontribusi pada kajian yurisprudensi yang lebih mendalam. Jika 

diperlukan, bahan tersier dapat dikombinasikan dengan sumber lain 

untuk validitas. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

Melalui tinjauan literatur, penelitian ini mengumpulkan data dari 

berbagai sumber hukum dengan cara mencari, mengumpulkan, 

menganalisis, dan memahami dokumen-dokumen penting, seperti Undang-

Undang atau peraturan, publikasi, jurnal hukum, dan artikel yang 

membahas isu-isu Hak Asasi Manusia dalam putusan pengadilan. 

4. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis 

Normatif yaitu, dengan pendekatan menganalisa putusan pengadilan dan 

memfokuskan kajian pada aturan perundang- undangan, yurispudensi, 

doktrin dan literatur hukum yang relevan dengan penelitian. 

H. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, dan 

manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan landasan teori tentang prinsip- prinsip Hak Asasi 

Manusia, tindak pidana pembunuhan berencana, Putusan dan ratio decidenci 

dalam putusan Hakim 

BAB III PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan membahas dua topik utama, yaitu ratio decidendi 

pada putusan 1598/Pid.B/2019/PN.Plg dalam mempertimbangkan Hak Asasi 
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Manusia dan konsep Hak Asasi Manusia dalam perumusan tindak pidana 

pembunuhan.  

BAB IV PENUTUP 

Berisi Kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian. 
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